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:a.

SALINAN

BUPATIKEDIRI

PERATURAN BT]PATI KEDIRI
NOMOR {6 TAIIIJN 2011

TENTAI\G
PERIZINAN KLIIYIK

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

BUPATI Kf,,DIRI,

bahwa perkembangan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan
semakin kompleks baik dari segi jumlab, jenis maupun bentuk
pelayanannya;

bahwa klinik sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kes€hatan
dibuhrhkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah
diakses, terjangkau dan bermuh dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) huruf e, pasal 45
ayat (4), Pasal 57 Perah[an Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2009
tentang Sistim Kesehatan Kabupaten Kediri;

bahwa s€suai Telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan tanggal 25 April 201 1

Nomor ul45l4898/418.48/201 I perihal Psdzinan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Gffnik), Berita Acara tanggal ll Mei 20ll Nomor
445156181418-4812011 te tang Pembahasan Rencana Peraturan Bupati
Perizinan Klinik di Kabupaten Kediri dan Telaalun Staf Kepata Dinas
Kesehatar tanggal 16 Nopember 2011 Nomor 445/146071418.4812011
perihal Laporan Finalisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perijinan
Klinik seria Bedta Acara tanggal 14 Desember 20ll Nomor
4451158001418.4812011 tentang Rapat Koordinasi Finatisasi Rancangan
Peraturan Bupati tentang Perizinan Klinik di Kabupaten Kediri, perlu
mengatur Pedzimn Klinik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri
tentang Perizinan Klinik;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
I 04, Tambahan Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor 2043);

Undary-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun [997 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

Undang-Undang Nomor 28 Tahutr 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih daa Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (IarDba.an
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3 85 I );

d.

2.

3.
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan G€dung

rr-"*Oit* r'f"s;o Repubtik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134' Tambahan

Lembarar Negara Republik hdonesia Nomor 4247):

5. Undang-Uulang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik K9oFT-- 
il".b;; Ndara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 116' Tambahan

Lmbaran Negam Republik tndonesia Nomor 4437)l

5 tlndans-Undans Nomor 32 Tahua 2004 tentang Pemedntahan Da€rah-' 
d.*G* N"gira Repubtik ltrdonesia Tahun 2004 Nomor 125' Tambahan

irrnUura" N"iu- No-- 4437), sebagaimana telah diubah terakhir- dengan

U"J*g-unauig Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Ioo.n"iiu rurr,i 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

(I-embiran Nedara nepublik Indonesia Tahrm 2007 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor 4?24);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik ladonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Ncgara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Unclang-Undang Nomor 1l Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi

Elekhonik Ge;barao Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nortor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2@9 tentang Pelayanan Publik
(l,embamn Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 70, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tsntang Perlindungan dan

Pengelolaan Linglkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140 Tambalno Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Na*otika (t enbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kes€hatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomq 1t14, Tambahan Lembaran

Negara Repubtik Indonesia Nomor 5063);

14. Urdang-Undaog Nomor 12 Tahun 2011 tontang Pembentukan Pemturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201I
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndouesia Nomor 5234) ;

15. P€raturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tedang Tenaga Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan

Famasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 138, TambatEn Lembaran Negara Republik Indolesia Nomol
3781);

17. Peraturan Pemedntah Nomor 79 Tahrm 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (,embaran Negara

Repubtik Indonesia Tahtm 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Rcpublik Indonesia Nomor 4593);
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18. Peratuan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antaB Pemerintah, Pemerintahan Daemh Prcvinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomoa 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahuo 2009 tenlang Pekerjaan

Kefarmasian (Lembarao Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

I 24, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5044);

20. Peratuan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentsng Ponyelenggaraatt

Penataan Ruang (Lembann Negara Republik IndoDesia Tahun- 2010

Nomor 21, Tambahan l€mbaran Negara Republik lndotresia Nomor 5103);

21. Keputusan Prcsiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebiiakan Nasional di

Bidang Pedanahan;

22. Perahran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional

Nomor 2 Tahun 1999 tertang Izin Lokasi;

23. Peratulan Menteri Dalam Negeri Nomot 24 Tahlm 2006 lentang Pedomsn

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

24. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Podornan

Penetapan lzin Gangguan di Daerahi

25. Peraturan Menteri Negara Lingkrngan Hidup Nomor 13 Tahun 2010

tentang Upaya Pelgelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pcmantauan

I-h*ingan Hiaup Dan Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan

Pamantauan Lingkuogan HiduP;

26. Peraturan Menteri Negara Linghmgan Hidup Nomor 14 Tahun 2010

rentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan y.ang

telah ;emiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum memiliki

dokumen Lhgkungan Hidup;

27. Peraturdn Mented Kesehatan Nomor Hk.002,Menkevl48/V2010 tentang

Izin dan Penyelettggaraan Praktik Peraqat;

28. Peraturan Mcnteri Kesehatan Nomor l464lMenkes/PerlXl2010 tentang lzin

dan Penye lenggaraan Praktik Bidan:

29. Perahran Menteri Kes€hatan Nomor 0284{enkes/Per/y201 I tentang

Klinik;

30. Peratnran Menteri Dalarn Negei Nomor 53 Tahu 2011 tentmE

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

31- Pelaturan Menteri Kesehatan Nomor 889A4enkeyPe/V201t tentang

Regist asi, Izin Praktit<, dan lzin Kerja Tena€8 Kefarmasian;

32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Ir{enkes/Per,DV20l I tentang Izin
Praktik dan Petaksanaan Praktik Kedokteran;

33. Peratumn Kepala Badan Pertanaban Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Peleksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005

sebagaimatra tetah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun

2006:

34. Peratuan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Kediri ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2008 Nomor ?, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kedid
Nomor 4l) ;

35. Peraturan Daffah Kabupate[ Kediri Nomor 24 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Ke{a Dinas Kesebatan (Lembaran Daerah IGbupaten

Kediri Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 58);
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36. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahm 2009 tentang

Pelayanan Publik di Kabupaten Kedid ( Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2010 Nomor 2, Tambohan Lembaran Daerah Kabupaten

KedLi Nomor 80):

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sistem

Kesehatan Kabupaten Kediri ( tembaran Daerah Kabupaten Kedfui Tahuo

20 I 0 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daeiah Kabupaten Kedid Nomor 79);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Kedid Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahrm 2011-2030 (Lembaran

Da€rah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kedid Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapksn : PERATIIRAN BIIPATI TENTANG PERIZINAN KLINIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalarn Peraturao Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Kediii.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan pemngkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Dinas Kes€hatan adalah Dinas Kes€hatan Kabupaten Kediri.

5. Klinik adatah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyeleuggarakan pelayanan kesehatan

p€roftugan yang menyodiakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan

oleh tebih dari satujeris tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.

6. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis,

pengobata& rehabititasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruaog rawat

inap.

7. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan,

diagnosis, peryobatan, rchabilitasi medik dan atau kesehatao lainnya dengan meDempati

tempat tidur.

8. Pelayanan Rawat sf'lhai (One Day C$e) adalah pelayanan kepada pasien untuk obsewasi,

perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabititasi medik daD/atau pelayanan kesehatan lain dan

menempati tompal tidur kurang dari I Gatu) had.

9. Pelayan& Perawatan di Rumah (lloze Care) adalalt pelayanan kesehatan yang dibeikan

datam bentuk observasi, pengobatan, tindakan medik, tindakan keperawalan, lehabilitasi

medik dau/atau pelayanan kesehatan lainnya di rumah penderita sesuai kebunrbat
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Tenaga Medis adalah dokter, dokter spesialis, dolter gigi atau dokter gigi spesiatis.

Tenaga Kesehatan adalah setiap oraag yang mengabdikan diri dalarn bidang kesehatan se a

memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang

untukjenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian yang terdiri atas

Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Surat P€rtimbangan Pendirian Klinik adatah surat pertimbangan yang dikeluarkan oteh

Kepala Dinas Kesehatan Masarkan berita acara hasil rapat koordinasi dengaa SKPD

terkait

Rekomendasi kin Mendirikan Klinik adalah rekomendasi yang diterbitkan Kepala Dinas

Kelehatan Kabupaten setetah seluruh persyaratal izin mendirikan Klinik terpenuhi,

disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pedimbangan dalam menerbitkan izin mendirikan

Klinik.

Rekomendasi Izin Menyelenggarakan Klinik adalah rekomendasi yang diterbitkan Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten setelah persyaralan midmal atau seluruh persyamtan izin

operasional Klinik terpenuhi, disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dalam

menerbitkan izin operasional Klinik sementara atau tetap.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daenh berdasarkan peraturan daerah

atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakar sah atau

diperbolehkarmya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu,

baik tlalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Izin Mendirikan Klinik adalah izin yang diberikan tmhrk mendirikan klitrik setelah

memenuhi persya.alu izil meodirikan klinik

Izin Menyelenggarakan Klinik adalah izin yang diberiksn unok menyelenggarakan klinik

s€telah memenuhi seluruh pe$yaratao izin menyetenggarakan klinik.

Izin PemaDfaatan Ruang/Rekomendasi Pemaofaatal Ruang adalah izinhekomendasi yang

dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-udangan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL adalah upaya yang

dilakukan oteh penanggung jawab usaha dan kegiatan dalam penarryanan komponen

lingkugan hidup yang te.kena dampak besar dan penting akibat dari reocana usaha dan/atau

kegiatan.

Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang

dilakukan oleh penanggrug jawab usaha dan kegiatan dalam pemantauan komponen

lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rcncana usaha dar/atau

kegiatan.

12.

13.

17.

14.

15.

16.

21.

18.

19.

20.

22.



BAB II
JEMS KLINIK

Pasal 2

(l) Berdasarkanjenis pelayanannya, klinik dibagi menjadi I{inik Pratama dan Klinik Utama"

(2) Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan klinik yang

menyetenggamkan pelayanan medik dasar.

(3) Klinik Utama s€bagafunana dimaksud pada ayat (l) merupakan klinik yang

menyelenggamkan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.

(4) Klinik Pratama alau Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat

mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu Masa*an disiplin ilrntl golongan

umur, organ ataujenis penyakit tertenhr.

Pasat 3

Klinik dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

Pasal 4

(l) Klinik menyetenggarakan pelayanan kesehatan yaug be$ifat promotif, geventif, kuratif dan

rehabilitalil

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam b€ntuk rawat

jalao. one day cqre, Iawat i]l,a$t da,],lat^t home cdre.

(3) Klinik yang menyetenggaraLan pelayanan kesehatan 24 (dua puluh empat) jam harus

menyediakan dolter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan yang s€tiap saat benda di

tempat.

Pasal 5

(1) Kepemilikau Klinik Pratama yang menyelenggarakan rawat jalan dapat s€cara perorangan

atau ffintuk badan usaha

(2) Kepemilikan Klinik Pratama yang menyelenggarakan rawat inap dan Klinik Utama harus

berbentuk badan usaha

BAB III

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Klinik harus memenuhi persyaratan mendidkan dan menyelenggarakan.



7
Bagian Kedua

Persyaratan Meudirikan Klinik

Pasal 7

Persyamtan mendidkao klinik meliputi :

a. lokasi;

b. bangunan dan ruangan;

c. dokurnen lingkungan hidup.

Pangraf I

Lokasi

Pasal 8

(1) tokasi pendirian ktinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huuf a harus sesuai dengan

tata ruang dan peNebamn klinik.

(2) Ketentuan mengenai tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

(3) Persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat didasarkan pada hasil kajian kebutuhan

klinik.

(a) Kajian kebutuhan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkatr:

a. kebutuhan pelayanan kesehatan;

b. jumlah dan persebaran penduduk;

c. luas wilayah;

(5) PeNebamn klinik yang diselenggarakan masyaral@t sebagaimara dimakud pada ayat (3)

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(6) Ketentuar mengonai lokasi dan persebaran klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku untuk klinik perusahaan atau klinik inst nsi pemerintah tertentu yang hanya

melayani karyawan perusahaan atau pegawai instansi pemorintah te$ebut.

ParaCraf 2

Bangu0an dao Ruangan

Pasal 9

Bangunan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasat 7 huruf b harus memenuhi persyarata[ :

a" administratif dan teknis banguan gedung pada umulnny4 sesuai dengan ketentuan

peratuan peruodang-undangan; dan

b. persyaratan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pad& huuf a, sesuai dengan fungsi,

kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan

kesetamatan bagi semua orang temasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia

lanjut.
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Pasal l0

Bangunan klinik s€bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit terdiri atas :

a. ruang pendaftaran/ruang tunggu;

b. ruang konsultasi dokter;

c. ruang administrasi;

d. ruang tindakan;

e. ruang famasi;

I kamar mandi,A C; dan

g. ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.

Paragraf 3

Dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal I I

Dokumen Lingktmgan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

a- Su!'at Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) ; atau

b. Dokumen Upaya Pengolotaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Liogkungan (UKL -

UPL).

Bagian Ketiga

Persyaratan Menyelenggamkan Klinik

Pasal 12

Pe$yaratan menyelenggarakan klinik meliputi :

a. prasaBna;

b. peralatan; dan

c. ketenagaan

Pamgmf I

Prasarana

Pasal 13

(l) Pmsa.ana klinik sebagaimana dimaksud datam Pasal 12 huruf a meliputi:

a. instalasi aili

b. instalasi listrik;

c. instalasi sfukulasi udara;

d. sarana pengelolaan limbah;

e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

f. ambulans, untuk klinik yang menyelenggarakan mwat inap; dan

g. saona lafumya sesuai kebutuhan.

(2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) haxus memenuhi slandar pelayanan,

keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja menyelenggarakan klinik.
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(3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus dalam keadaan terpelihara dan

berfungsi dengan baik.

Para$af 2

Peralatan

Pasal 14

0) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b harus dilengkapi dengan p€ralalan

medis dan nomedis yang memadai s€suai denganjenis pelayanan yang diberikan.

(2) Peralatan medis dan nonmedis sebagaimana dirDaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar

muh! keamanaq dan keselamatan.

(3) Selah memeluhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) p€ralatan medis harus

memitiki izin edar sesuai ketentuan p€raturan perundang-undangan.

Pasa.l 15

Peralatan medis yang digunakan di klinik harus diuji dan dikalibrasi s€cara b€rkala oleh Balai

Pengamanan Fasilitas Kcsohatan daDlalau i$titusi penguji dan pengkalibrasi ;.ang berwenang.

Pasal 16

Pemlatan medis yang menggunakaa radiasi pengion harus mendapatkan izin sesuai ketentuan

peraturan perundang-udsngan.

Pasal 17

Penggunaan peralatan medis untuk kepentingan penegakan diagnosis, terapi dan rehabilitasi harus

berdasarkan indikasi medis.

Paragmf 3

Ketetragaan

Passt l8

Ketenagaan sebagaimana dimaksud <ialam Pasal 12 huruf c terdiri atas teoaga medis, tenaga

kesehatan lain dan tenaga non kesehalan.

Pasal l9

Q) Pimpinau Klinik Pratama adalah seorang dokter atau dokter gigi.

(2) Pimpinan Klinik Utama adatah dokto spesialis ata! dokter gigi spesialis yaug memiliki

kompetensi sesuai dengan jenis kliniknya.

(3) Pimpinau klinik s€bagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) merupakan penanggung

jawab klinik dan mera4kap s€bagai pelaksam p€layanan.

Pasal 20

(1). Tenaga medis pada Klinik Pratama minimal terdiri dari 2 (dua) orang doher dan/atau dokter

gigi.
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(2). Tenaga medis pada Klinik Utama minimal tediri dsri 1 (satu) orang doker spesialis dari

masing-masing spesialisasi sesuai jenis pelayranan yang diberikan.

(3). Klinik Utarna dapat mempekefakan dokter daD/atau dokter gigi sebagai tenaga pelaksana

pelayanan medis.

(4). Doktq alau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kompetensi

setelah mengikuti pendidikan atau pelatihan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan

oleh klinik.

(5). Jenis, kuslifikasi, dan juDlah tenaga kesehalan lain seta tenaga non kesehatan disesuaikan

dergan kebutuhan danjenis pelayanan yang diberikatr oleh klinik.

Pasal 2l

(l). Setiap teqaga medis yang bergaktik di klinik harus mempunyai Surat Tanda Registasi dan

Suat I.in Praklik (SIP) sesuai kctentuan peraturan perundang-undangan.

(2). Setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik harus mempunyai Surat lzin sesuai

keientuan peraturan perundang-undangan.

Pasal22

Setiap tenaga kesehatan yang bek€rja di klinik harus bekerja sesuai dengan standar pofesi, standar

pmsedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghomati hak pasien, mengutamakan

kepentingan dan keselamatan pasien.

Pasal 23

Klinik dilarang mempekedakan temga kesehatan warga negara asing.

BAB IV

PERIZINAN KLINIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

(l) Setiap Klinik harus memiliki izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdii atas izin mendirikan klinik dan izin

menyeleoggamkan klinik.

Bagian Kedua

Tata Cara Izin Mendidkan Klinik

Pasal 25

0) Untuk mernperoleh Izin Mendirikan Klinik, maka Pemohon terlebih dahulu harus

mengajukan p€mrohonan Surat Pertimbangan Teknis Pendirian Klinik kepada Kepala Dinas

Kesehatan, bermaterai cukup ditandatangani oleh pemohon, dengan dilampiri berkas

peNyaratan sebagai berikut :
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a. salinar/fotokopi pendirian badan usaha kecuali unhrk kepemilikan perorngan;

b. identitas lengkap pernohon;

c. foto copy NPWP ;

d. gambar/denah tokasi tanah yang akan dibangun;

o. tuas tanah dan bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan

bangrman untuk penyelerygaraal kegiatan bagi milik Eibadi atau surat kontrak minimal

selama 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelerggaraan kegiatani

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepata Dinas Kes€hatafl

mengeluarkan suat pertimbangan t€knis p€ndidan klinik sesuai persebaftm klinik dan

kebutuhan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayai (5) dan ayat (6).

(3) Surat pertimbangan teknis pendirian klinik sebagaimana dimalsud pada ayat (2) b€rlaku

I (satu) tahun sejak taDggal dikeluarkan.

(4) Pemohon harus memperbarui surat pertimbangan tekds pendidan klinik apabila pemohon

tidak dapat memeuuhi kelengkapan berkas penayaratan izin mendidkan klinik sesuai masa

berlaku surat pertimbangan teknis klinik yang diberikan.

Pasal 26

(l) B€rdasarkan suat pertimbangan teknis pendirian klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 ayai (2), selanjutnya pemohon dapat mengajukan pennohon m izin pemanfaatan

ruang/rekomendasi ruang kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daeralq dengan melampi*an berkas persyarataD yang telah ditetapkan sesuai

ketentuan p€raturan perundang-undangan

(2) Berdasarkan izin pemanfaatan ruang/rekomendasi p€maDfaatan ruang s€bagaimana

dimaksud pada ayat (1), selanjutnya pemohon dapat mengajukan izin lokasi kepada Bupati

melalui Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten sesuai ketentuan

peratuan penmdang-undangan apabila luas tanah I (satu) hektar atau 1 (satu) hekiar lebih.

(3) Setelah mendapat izin lokasi, selanjutnya p€mohon mengajukan permohonan Dokumen

Lingkungan Hidup melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peratwan

perundang-undangan.

(4) Setetah mendapatkan Dokumen Lingkungan Hidup, selaqiutnya pemohon mengajukan

permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan kepada Bupati melalui

Kepala Kantor Petayanao Pedzinan Teryadu (KPPT) sosuei ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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(5) Setelah mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan selanjutnya

pemohoa membawa seluruh persya.ataa izin mendirikan Klinik kepada Kepala Dinas

Kesehatan.

(6) Apabila berkas sudah lengkap, selanjutrya Kepala Dinas Kesehatan mengeluarkan

rekomerdasi izin mendirikan Klinik dan meneruskan permohonan izin mendirikan Klinik

kepada Bupati.

Pasal2T

(l) Untuk mendirikan Klinik harus mendapat izin dad Bupati setelah mendapatkan rekomendasi

dari Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Kepala Dinas Kesehatan mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

s€telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. surat pelmohooatl izin mendirikan klinik yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala

Dinas KesehatarL bgrmaterai cukup ditandataugani oleh pemohon;

b. salinan/ foto copy pendirian badan usaha kecuali utltuk kepemilikan perorangan;

identitas tengkap pemohon;

foto copy NPWP ;

giamba/detuh lokasi tanah yang akan dibangun;

lnas tanah dan buki hak kepgmilikan atau penggrmaan tanah atau izin peo'gg.tnaalr

bangunan untuk penyetenggaraan kegiatan bagi milik pdbadi atau surat kontrak minimal

setama 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk p€nyelenggaraan kegiatan;

izin pemanfaatan ruang/rekomendasi pemanfaatan ruang;

izin lokasi;

surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan darl Pemantauan Lingkunggn (SPPL) atau

dokumen Upaya Pergelolaan Lingkungan (UKL) da Upaya PemEntauan Linghmgan

(JPL) s€suai dengan peraturan perundangan-undangan;

c.

d.

f

g.

h.

i.

j. izin nendirikan bangurnn (IMB); datr

k. i"ifl gangguan.

Bagian Ketiga

Tata Cara lzin Menyelenggarakan Klinik

Pasal 28

(1) Permohonao izin menyelenggarakan Klinik diajukan kepada Bupati metalui Kepala Dinas

Kes€hatan, bermatErai cukup ditandatangani oleh Pemohon deng,an melampirkan berkas

Persyaratan sebagqi berikut '

a" foto copy sural izin mendirikan klinik;

b. data klinik yang meliputi :

l. strukturorganisasi kepengurusan;

2. tenaga kes€hatan;

3. samna dan prasarana;

4. peralatan;

5. pelayanan yary dib€rikan; dan

c, surat p€myataan mematuhi peraturan perundangan-undangan di bidang kesehatan.
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d. foto copy berkas perizinan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) kecuali

hurufa.

(2) Berdasarkan permohonan s€bagaimam dimaksud pada ayat (l), Kepala Dinas Kesehatan

menugaskan Tim Perizinan Klinik yang dibentuk Kepala Dinas Kesehatan untuk meneliti
kelengkapan berkas persyaratan administasi izin menyelenggaEkan Klinik.

(3) Apabila berkas administrasi ditryata.kan lengkap, selanjutaya Tim Perizinan Klinik
melakukan pemeriksaan lapaogan (visitasi).

(4) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) disampaikan

kepada Kepala Dinas Kesehatan, dengan melampirkan berita acara pemeriksaan.

(5) Setelah menerima laporan hasil pemeriksaan lapangan dari Tim, Kepala Dinas

Kesehatan mengeluarkan rekomeodasi izin menyelenggarakan Klinik sesuai dengal
berita acara pemeriksaan dan disampaikan kepada Bupati.

(6) Setelah menda@ rekomendasi izin menyelenggarakan klinik dari Kepala Dinas Kesebatarq

Bupati menerbitkan Izin menyelenggarakan Klinik .

Bagian Keempat

Tata Cara Perpanjangan Izin Menyetenggarakan Klinik

Pasal 29

(l) PeErohonan perpanjangan izin menyelenggarakan klinik diqiukan kepada Bupati rnelalui

Kepala Dinas Kesehatan, bqmaterai cukup ditandatansani oleh Pemohon dengan

melampfukan berkas persyaratan sebagai berikut :

& foto copy suat izin menyelenggarakan klinik sebelumnya;

b. data klinik yang meliputi :

l. struktur organisasi kep€nguusan;

2. tenaga kesehalan;

3. sarana dan pmsarana;

4. peralatan;

5. petayanan yang dibeikan; dan

c. foto copy bqkas perizinan klinik sebagaimana dimaksud datam Pasal 27 ayat (2) kecuali

hurufa .

(2) Berdasarkan permohoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dhas Kesehatan

menugaskan Tim Perizinan Klinik yang dibertuk Kepala Dinas Kesehatan untuk meneliti

kelengkapan berkas persyaratan admidstrasi peryanjangan izin menyelenggarakan klinik.

(3) Apabita berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) b€lum lengkap maka

pemohon harus melengkapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(4) Apabila berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dinyatakan lengkap,

s€lanjutnya Tim Perizinan Ktinik metakukan pemeriksaan tapangan (visitasi).

(5) Hasil pemariksaao lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkm dalam berita

acara pemedksaan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(6) Berdasarkan berita acala pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KQala Dinas

Kesehatan mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin menyelenggarakan klinik dan

disampaikan kepada Bupati.
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(7) Berdasa*an rekomendasi perpanjanga[ izin menyelenggarakan klinik sebagaimana

dimaksud peda ayat (5), Bupati menerbitkan porpaojaryal Izin Menyelenggarakan Klinik.

Pasal 30

Alur proses pengajuan permohonan izin mendirikan, izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin

penyelenggaraan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29

tercantum dalam Lampiran II, III dan Meraturan Bupati ini.

BAB V

PENYELENGCARAAN KLIMK

Pasal 31

Klinik diselenggarakan pada bangunan yang permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal

atau uuit kerja tainnya"

Pasal 32

(11 ICinik yang meoyelenggarakan pela)anan mwat inap harus menyediakan:

a- ruang rawat inap yang memenuhi persyamtan;

b. tempat tidur pasien minimal 5 (ima) dan maksimal l0 (sepuluh);

c. tenaga medis dan keperawatan yang sesuai jurntah dan kualifikasinya;

d. tenaga gizi, tenaga analis kesehatan, tenaga kefamEsian dan tenaga kesehatan daJL/alau

tenaga notr kesehatan lain sesuai kebutuhan;

e. dapur gizi;

f. pelayanan laboratorium Klinik Pratama.

(2) Pelayanan ruwat inap hanya dapat dilalorkan maksimal selama 5 (lima) hari.

Pasal 33

(l) Klinik dapat menyelenggarakan pelayanan laboratodum klinik.

(2) Perizinan laboratodum tlinik terintegrasi dengan pedzinan kliniknya.

(3) Apabila laboratorium klinik memiliki saran4 prasann4 ketenagaan dan kemampuan

pelayanan melebihi kiteria dan p€rsyaratan klinik pratama maka laboratoriurn klinik

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memiliki izin s€suai deqan ket€ntuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Persyaralan labomtorium klinik meliputi ketenagaan, banguoan peralatan, dan kenampuan

pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Klinik menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan kefamasian melalui ruang famnsi

yang dilaksanakan oleh apoteker yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk itu.

(2) Apabila klinik bomda di daerah yang tidak terdapat apoteker sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), pelayanan kefarmasian dapat ditaksanakan oleh teDaga teknis kefarmasian sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-mdangan.
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(3) Ruang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melayani resep dari tenaga

medis yang bekerja di klinik yang bersangkutan.

Pasal35

(1) Dalam memberikan pelayanan, klinik berkewajiban:

a. memberikan pelayanan yang aman, bermutu dengan mengutamakan kep€ntingan terbaik

pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar Fosedur

operasional;

b. membe kan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai delgan kemampuan

p€layanannya tarpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan

firunsial;

c. memperoleh persetujuan alas tindakan yang akan dilahrkan (iz/ormed consent);

d, menyelenggarakan rekam medis;

e. melaksanakan sistem rujukan;

f. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar pofesi daJl etika serta

perahrran perundang-undangan;

g. menghomati hak-hak pasien;

h. melaksanakan kendati muhr dan kendali biaya berdasarkan kelentuan peraturan

perundang-undangan;

i. memitiki peraturan intemal dan standar prosedur operasional;

j. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehataa baik secara regional maupuo

nasional;

k. melaksanakan sistgm iDformasi dan p€laporan kesehatan kepada Dinas Kesehatarl

(2) Sistem informasi dan pelaporan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (l ) huruf k rneliputi :

a. pemanfaatan teknologi infomasi komunikasi untuk mendukung poses pencatatan data

sehingga dapat meningkatkan akurasi data ;

b. kecepatan dalam kete$ediaan data unhk penyebarluasan (diseminasi) ioformasi yang

ada sebagai dasar pengambilan keputusa[

Pasal36

Penyelenggara klinik wajib:

& memlslmg papan nama klinik;

b. membuat daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik beserta nomor

Surat Taoda Registrasi dan Surat Izin PBktik (SIP) bagi tenaga medis dan Surat izin sebagai

tanda registrasi atau Surat Tanda Registasi dan Suat Izin Praktik Apoteker (SIPA) atau

Suat r?in Kerja (SIK) bagi tenaga kesehatan lain;

o, melaksaoakao penoatatan untuk penyakit-penyakit terteftu dan melaporkan kepada dinas

kesehatan kabupatfl dalam rangka pelaksanaan pogram pemerintah sesuai kQtentuan

peraturan perundang-undangan.



16
d. menentukan besaran komponenjasa pelayanan danjasa sarana.

e. mencantumka, tadfjasa peiayanan sebagai info.masi kepada pasien.

Pasat 37

(l) Besamya tadf pelayanan klinik berpedoman pada komponen j asa pelayanan dan jasa sarana.

(2) Komponen jasa pelayanao sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:

a. jasa konsultasi;

b. jasa tindakan;

c. jasa penunjang medik;

d. biaya pelayanan kefarmasian:

e. ruaog pemwatan (untuk mwal inap);

f. administrasi; atau

g. komponen lainnya yaog menunjang pelayanar.

(3) Tadf atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan biaya penggunaan

sarana dan fasilitas Hinik, akomodasi, sediaan farmasi, bahan dan/atau alat kesehatan habis

pakai yang digunakan rlatam mngka pelayanan.

(4) Besamya biaya masing-masing komponen ditentukan dalam bentr* nomiaal, bukan dalam

bentuk persen dari biaya lainnya.

BAB VI

JANGKA WAKTIJ IZIN

Pasd 38

(1) Izin mendirikan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dibedkan untuk

jangka waktu I (satu) tahun dan dapat diperpanjang untukjangka waktu 6 (enam) butaD.

(2) Izin menyelenggaraan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diberikan untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjaDg.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 39

Izin Klinik dapat dicabut jika:

a. habis masa b€rlakunya;

b. tidak lagi memenuhi persyamtan;

c. terbukti melakukan pelanggaran tefiadap peraturan penmdang-undangan; daD/atau

d. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

O) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pondirian dan penyelenggaraan

klinik.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan peogawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

mengikutsenakan organisasi profesi.
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(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) diarabkan

untuk meningkatkan mutu pelayanaq keselamatan pasien dan melindungi masyankat

terhadap segala risiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau

masyarakat.

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) berupa

pemberian bimbingarL sup€rvisi, konsultasi, prendidikan dan pelatihan dan kegiatan

pemberdayaan lain.

Pasal 4l

(1) Bupati clalam rangka pembinaan dan pengawasaD sebagaimana dimaksud da.lam Pasal40

ayat (1) dapat meryambil tindakan administratif sesuai dengan kewerumgannya.

(2) Tindakan administratifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Ggulan lisan,

b. tegura[ tertulis, atau

c. pencabutan izin.

(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberilan paling banyak 3

(tiga) kali b€rturut-tuut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) had dengan

suatu permasalahan yang sama.

(4) Apabila teng€,aog vaktu leguran tertulis ketiga telah berakhir, tetap tidak diindahkan Kepala

Dinas Kesehatan dapat mengusulkan penaabutan izin kepada Bupati.

Pasal 42

(l) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagairnaoa dimaksud dalarn Pasal 4l

ayat (l), dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

atau dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan

terhadap penyelenggaraan klinik yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai detrgan ketentuan

peraturan p€rundang-undangan

BABIx
KETENTUAN PERALIHAN

Pasd 43

Pada saat Peratumn Bupati ini mulai berlaku, maka :

a. Izin mendirikan dan menyelenggarakan klinik yang dibedkan berdasa*ao peratura[

perundangan-undangan sebelum ditetapkaonya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku

dan harus disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;

b. Permohonan izin mendirikan klinik yaug sedang diproses, tetap dilanjulkan b€.dasarkan

p€ratuan p€nmdang-undalgan s€belum ditEtapkamya Peratua[ Bupati ini.
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BAB X

KETENTUAN PENI]TUP

Pasal 44

Peratumn Bupati ini disusun berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Kesebatan tanggal 25 April

20ll Nomor 445148981418.48/201I perihal Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Klinik),

Berita Acara tanggat ll Mei 2011 Nomor 44515618/418.48/2011 tedang Pembahasar Rencana

Peratwan Bupati Perizinan Klinik di Kabupaten Kedid, Telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan

tanggal 16 Nopembq 201 I Nomor 445n46071418-48/2011perihal Laporan Finalisasi Rancangan

Peratfan Bupati tentang Perijinan Klinik dan Beita Acara t4ggal 14 Desember 2011 Nomor

4451158001418.481201I tenlang Rapat Koordinasi Finalisasi Rancangan Peraturan Bupati tertang

Perizinan Klinik di Kabupaten Kedid serta mulai berlaku pad,a tanggal diundangkar.

Agar setiap orang mengetahuinya, memedntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam B€rita Daerah Kabupalen Kediri

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 - 12 - 2011

BLIPAII KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkut di Kedni
pada tanggal 30 - 12 - 20ll
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2O1I NOMOR 46

Salina:r sesuai dengan aslinya
a-N. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administasi Umum



Salinarr sesuai dengan aslinya
an SEKRETARIS DAERAH
Asisted Admirf stasi Umum

u.b.

: PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR :46 TAH1IN 2012
TANC,GAI" |30 -12 -2012

BTIPATI KEDIRI,

ttd

TIARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN I

PERSEBARAN KLINIK YAI\G DISELENGGARAKAI\I MASYARAKAT
TAHUN 2011 - 2015

NO I'F.-AMATAN

PROYEKSI

JUMLAE
LUAS

WILAYAII
(Kr')

KEBUTUEAN KLNMI
PRATAMA

KEBUTT]IIAN

KLIIIIK UTAMA
PENDUDUK

TAEI]N 2OI5

RAWAT

JAIIIN
RAWAT

INAP
RAWAT

JALAII
RAWAT

INAP
I Mojo 83.6s4 r02;t3 4 4 2 2

2 Semen 51;t69 80.42 3 3 I I

3 Ngadiluwih 79.334 41.8s 4 4 1 I

4 kas 62.018 44.81 3 3 I I

5 ninginrejo 51.416 42-38 3 3 I 1

6 Kandat 58.404 51.96 3 3 I I
7 Watgs 93.299 '16.58 4 4 2 I
8 Ngancar 49.790 94.05 2 2 I I

9 Plosoklaten 81.926 88.59 4 4 2 1

l0 Gumh 80.668 50.83 4 4 1 I

1l Puncu 62.108 68.25 3 3 I I
t2 Kepung 88.311 105.65 4 4 2 1

l3 Kandaugan 52.165 4t.67 3 3 I I

I4 Parc 97.095 4',7.21 4 4 2 I

15 Badas 58.056 39.21 3 3 I I

l6 Kunjary 40.2t1 29.98 2 2 I I

17 Ptemahan 58.228 4'1.88 3 3 1 I

l8 Purwoasri 65.788 42.50 3 3 I I

19 Papar 56.0',15 36.22 3 3 1 1

20 Pagu 40.863 24.86 ) 2 1 1

21 Kayen Kidul 49.879 35.58 2 2 I 1

22 Gampongejo 35.032 16.76 2 2 1 1

23 Ngasem 58.544 21.83 3 3 I I

24 Banyakan 61.816 72.55 3 3 I 1

25 Grcgot 50.156 34.50 3 3 I I

26 Tarokan 58.889 4'.1.20 3 3 1 I



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR :46 TAHT N 2012
TANCGAL:30-12-2012

ALI]R PROSES PENGAJUAIY PERMOHONAN IZIN
MENDIRIKAIY KLINIK

Mclgajukan permohonan
Sulat Pertimbsngan
Teknis Pondirian Klinik
kepada Kepala Dinas
Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan
monerbitkan Surat tedang
Pertimbangon Teknis
Peodirian Klinik.

Tidak

Surat Pertimbangan
Telmis Pendirian
Klinik

Apakah Pertimbangatr
tek is tDenyetujui

Setelsh mendapat
rekomendasi izin
mendirikan Klinik dari
Kepela Dinas Kesehatan,
Bupati mercrtitkafl lzin
Mendirikan ICiDik.

Pemohon mengajukan perrnohonan
IzinlRekomendasi Pemanfaatrrt
Ruang kepada Bupsti melalui Kepala
Badan Per€ncaman Pembalrgunotr
Daorah.

Pemoho[ mengejukal
permohonan
Rekomendasi Izin
Merdirikan klinik kepada
Kepala Dinas Kesehatan
dengen membawa seluruh
persyaratsn admhistratif
Izin Mendirikan Klinik.

Pemohon mengajukan permohonan Izin
Lokasi kepa& Bupati melalui Bagian
Pemerintahan Umum Seketariat
Daerah Kabupat€n s€suai peraturan
parundanga-undangan

Pemohon mengajukan
permohonan lzin
Undang-Undaog
Gangguan dal Izin
Mendiriksn Batrgunan
(IMB) kepada Bupati
melalui Kepalo KPPT

Pemohon meogajukan Dokumen
Lingkungan Hidup kcpada Kcpala
Ksntor Lingkung8tr Hidup sesuai
pemfuran perundang-uodrngan.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Adminisb?si Umum

BUPATI KEDIRI,

ttd
TL{RYANTI SUTRISNO



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR ;46 TAHT N 2012
TANGGAL :30 -12 - 2012

ALUR PROSES PENGAJUA}{ PERMOHONAII IZIN
MEIYYELENGGARAKAN KLIMK

Salinan sesuai dengan aslinya
a"n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum BUPATI KEDIRI,

trd

IIARYANTI SUTRISNO

PEMOHON

TIT

Pemohotr mengajukan permohoran
rekomendasi izh menyelenggaraka{
klinik kepada Kepals Dinas Kes€hatan
dan izin
menyelenggarakan klhik kepada
Bupati molalui Kepola Dinas
Kesehat d dsngm membawa seluruh
peN,'ararrn administratif lzin
MeDyenggar.kan Klinik.

Bedasorko permohoDaD iziq Kepala
Dinas Kesehatan menugaskan Tio
Perizioan Klinik untuk meneliti
kelengkapa[ be*as persyaratan
administratif lzin Menyelenggarak n
Klinik

II

il
Tidak Apakah Berkas lengkap

dan benar

a

Kepala Dinas Kesehatan flenugaskan Tim
Perizinan Klinik untuk pemeriksaan lapsngan

Berita Acam
Pefleriksaan

-"'-- 
\

/ o**rlrua* r".**ri\
Menyel€nggElkan Klinik

Belum

Sudah

Izin M€nyele[ggarokan
Klinik

-'-

Kepat Dinas Kes€hatar meoerbilkan Surat
Rekomendasi lzil Menyelenggarakaa Klinik
sesuai dengan berita acara perneriksaan yang
dilaksamkan Tim Perizinan Krinik

Bupati menertitkan lzin
Menyelerygarekan Klinik
sesDai rekomendasi dari
Kopala Dinas Kes€hatan



LAMPIRAN TV : PERATTIRAN BUPATI KEDIRI
NOMOR :46 TAHIJN 2012

TANGGAI :30-12-2012

ALUR PROSES PENGAJUAN PERMOHONAI\I

PERPANJANCA}I IZIN MEI{YELENGGARAKAT{ KLINIK

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.

BI,?ATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Berdasarkad p€amohooan Perpaljsngao Izin
Menyelenggaratan Klinil Kepala Dinas

Kesehatan menugaskad Tim Perizinatr Klinik
untuk meneliti kelengkapan berkss persyamta,

administratif perpanjangan lzin
Menyelenggarakan I(inilc

PEMOHON

rt t

Meugajukan p€rmohonan

Perpanjangan lTin
Menyelenggarakar Klinik
kepada Bupati melalui
Kepala Dinas Kesehatan.

Tidlk lengkrp ./o-*".*l*tr-v
I *ogt"p

Kepal. Dinas Kosehatan menugaskan Tim
Perizinsn Klinik untuk p€meriksaan lapangot

Berita Acara
Pemeri*saan

Tidak memenuhi syarat Apakah masih
memenuhi seluruh

persyaratatr izit
menyelenggarskan

Klhik

Perpanjangatr tzin ]

Monyelenggarakan
Klinik

-

Memeouhi Sya.at

Bupati menerbilkan Perpanjangan

Izin Menyelenggaraksn Klinik
Kepala Dinas Kesehal@ menerbitkan Surat

Rekomendasi Perpanjangian Izin
Menyelelggarakan Klinik sesuai dengan berita

soare pcmeriksaan ysng dilaksanakan Tim
Perizinatr Klinik

Salinan sesuai dengan aslitrya


